
YOGYA (KR) - Kementerian Pen-

didikan dan Kebudayaan (Kemen-

dikbud) RI kembali menghapus

Ujian Nasional (UN) pada tahun

ajaran kali ini. Dengan begitu kelu-

lusan siswa tetap menjadi kewe-

nangan pihak sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga (Disdikpora) Kota

Yogya Budi Santoso Asrori, meng-

ungkapkan tahun 2020 lalu pelak-

sanaan UN juga ditiadakan akibat

pandemi. ”Terkait kelulusan dise-

rahkan sepenuhnya kepada sekolah.

Sama seperti tahun 2020 kemarin,”

jelasnya, Jumat (5/2).

Mekanisme penentuan kelulusan

bisa dilakukan melalui evaluasi ni-

lai rapor maupun hasil penugasan.

Bahkan pihak sekolah juga diper-

bolehkan menggelar ujian sekolah

baik secara daring maupun luring.

Pada tahun lalu Disdikpora Kota

Yogya menyelenggarakan ujian

akhir secara daring, sedangkan

tahun ini pun masih dikaji.

Budi mengaku, pihaknya justru

masih melakukan evaluasi terkait

proses pembelajaran daring yang su-

dah berjalan satu tahun belakan-

gan. Terutama menyangkut metode

yang dilakukan pihak sekolah serta

capaian target kurikulum. ”Kita

masih belum tahu sampai kapan

pembelajaran daring akan berjalan.

Sehingga efektivitas metode yang di-

gunakan justru paling penting un-

tuk saat ini. Harapannya meski be-

lajarnya tidak saling tatap muka na-

mun materinya bisa tetap sampai ke

anak didik,” urainya.

Di samping itu, peniadaan UN juga

bisa berdampak pada skema Pene-

rimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

untuk melanjutkan ke jenjang pen-

didikan selanjutnya. Meski demi-

kian, Budi menilai peniadaan UN de-

ngan PPDB merupakan dua hal yang

berbeda. Akan tetapi pihaknya juga

sudah mulai mengkaji skema PPDB

tahun ajaran 2021/2022.

Salah satu upayanya ialah men-

jalin koordinasi yang sinergis de-

ngan Disdikpora DIY dan kabupa-

ten lain. Hal ini karena PPDB harus

menggunakan parameter terukur,

spesifik dan dapat dipertanggung-

jawabkan. Sehingga parameter di

tiap daerah seharusnya ada ke-

samaan. ”Skema PPDB masih nanti

namun sudah kita mulai kaji.

Harapannya nanti ada parameter

yang terukur. Apalagi jarak wilayah

seperti kota, Bantul dan Sleman re-

latif tidak ada perbatasan yang ek-

strem,” katanya. (Dhi)-f
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YOGYA (KR) - Ditengah

pandemi Covid-19 yang be-

lum berakhir, menjelang

Maret 2021 yang merupa-

kan batas relaksasi kredit

pertama pengusaha angkut-

an darat dan pariwisata ber-

harap masih ada relaksasi

kedua. Sebab, sampai saat

ini kendaraan yang dibeli

dengan kredit di bank be-

lum bisa beroperasi untuk

melunasi/mengangsur

utang di bank.

”Beberapa waktu yang

lalu saya mewakili Organda sudah meng-

hadap pimpinan OJK Yogya. Ada program

relaksasi tahun 2021, tapi skemanya nan-

ti dari masing-masing bank atau leasing,”

tutur Ketua Organisasi Angkutan Darat

(Organda) DIY Hantoro kepada KR,

Jumat (5/2) di kantornya GeGe Transport.

Hantoro berharap, Gubernur DIY Sri

Sultan Hamengku Buwono X bisa mem-

berikan keringanan PKB (pajak kenda-

raan bermotor) untuk plat kuning. ”Ka-

rena  kami hampir satu tahun tidak bisa

bergerak,” jelasnya.

Hantoro juga mohon pemerintah turut

serta mengkampanyekan wisata sehat,

terencana, tertata dan terpantau dengan

menggunakan jasa pelayanan angkutan

pariwisata. ”Karena dengan angkutan

pariwisata bisa menggerakkan kegiatan

para pelaku yaitu biro perjalanan, tour

leader, hotel, rumah makan, destinasi dan

pusat oleh-oleh,” ujarnya.

Hantoro menyebutkan

dari jumlah driver dan co

driver se DIY saat ini ada

sekitar 5.500 orang di luar

mekanik dan tenaga kantor.

”Dari 5.500 tadi seluruhnya

adalah laki-laki,  dan seba-

gai kepala rumah tangga.

Jika jumlah itu kita kalikan

3 (anak dan istri) total ada

16.500 jiwa yang bisa di-

pastikan ‘sakit’ karena tidak

punya penghasilan,” ujar-

nya.

Organda DIY, lanjut

Hantoro sudah mencoba inovasi-inovaai

untuk  menarik wisatawan lokal. ”Tapi

karena kebijakan yang sangat mena-

kutkan dan memberatkan bagi wisa-

tawan, pariwisata menjadi tak menentu,”

keluhnya.

Senada, Ketua Gabungan Industri

Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby

Ardyanto Setyo Ajie menyebutkan, tang-

gal 9 Februari rencana beraudiensi de-

ngan Gubernur DIY. ”Sebelumnya kami

juga sudah menyampaikan ke Pak Sekda

mengenai kondisi jatuh tempo (pemba-

yaran kredit) teman-teman industri yang

sudah harus membayar kepada pihak per-

bankan dan lembaga keuangan. Sedang-

kan kemampuan membayar belum ada

sampai saat ini,” ujarnya.

Bobby berharap relaksasi ke-2  bisa

menjadi kebijakan lokal Pemda DIY da-

lam upaya mempertahankan kelangsun-

gan usaha  industrl pariwisata.        (R-4)-f

RELAKSASI KREDIT

Organda Berharap Kebijakan Khusus

YOGYA (KR) - Masa bakti pengurus

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga

(RW) periode 2018-2021 yang sedianya ber-

akhir 31 Maret, diperpanjang enam bulan.

Status perpanjangan tersebut sudah di-

tuangkan melalui Instruksi Walikota

Nomor 1 Tahun 2021.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda

Kota Yogya Budi Santoso, mengungkapkan

perpanjangan kepengurusan tersebut dite-

tapkan sampai 30 September 2021. ”De-

ngan adanya perpanjangan kepengurusan

maka proses pemilihan juga turut diun-

dur,” tandasnya, Jumat (5/2).

Faktor utama perpanjangan kepenguru-

san RT dan RW tersebut ialah mempertim-

bangkan penanganan Covid-19. Hal ini

karena peran RT dan RW dalam pena-

nganan Covid-19 cukup strategis di tengah

penambahan kasus yang masih terjadi.

Sehingga pengurus yang sudah ada seka-

rang sangat dibutuhkan demi optimalisasi

pengendalian kasus.

Selain itu, imbuh Budi, satu bulan se-

belum masuk kepengurusan baru biasanya

dilakukan pemilihan secara serentak di

wilayah. Sementara kondisi saat ini belum

dimungkinkan ada pemilihan guna meng-

hindari kerumunan. ”Setelah masa per-

panjangan nanti, satu bulan sebelumnya

bisa dilakukan pemilihan dan penetapan.

Semoga ke depan pandemi sudah dapat

terkendali dengan baik,” imbuhnya.

Selama masa perpanjangan, pengurus

RT maupun RW juga berhak atas honorari-

um yang dua tahun ini diberikan oleh

Pemkot. Honorarium bagi pelayan masya-

rakat sudah diatur dalam Perwal 72/2019

baik menyangkut jumlah serta teknis pem-

berian. Ketua RT berhak atas honor Rp

250.000 tiap tiga bulan dan Ketua RW Rp

300.00 per tiga bulan. Hanya pencairannya

diberikan dua kali dalam setahun.

Di Kota Yogya total terdapat 617 RW dan

2.535 RT. Instruksi Walikota 1/2021 itu pun

harus segera ditindaklanjuti dengan kepu-

tusan lurah paling lambat pada 11 Fe-

bruari 2021. (Dhi)-f

PERTIMBANGKAN PENANGANAN COVID-19

Masa Bakti RT dan RW Diperpanjang 6 Bulan

PENYEDIA JASA SIAP BERTANGGUNG JAWAB

Perbaikan Pelataran Tugu Jadi Prioritas

Pimpinan PT Sari Gunung Mata-

ram Sakti, Nanang Sukrisno, selaku

pihak penyedia jasa mengaku siap

bertanggung jawab karena masih

menjadi kewajibannya. ”Masa pera-

watan enam bulan masih menjadi

kewajiban kami. Misalkan nanti

setelah enam bulan masih ada yang

rusak, kami juga siap memperbaiki

demi Yogya,” akunya saat dikonfir-

masi melalui telepon, Jumat (5/2).

Menurutnya, bahan baku sudah

disesuaikan dengan spesifikasi. Ha-

nya keterbatasan waktu dalam pro-

ses teknis pembangunan menjadi

hambatan tersendiri. Dicontohkan-

nya usia beton yang melapisi

pelataran seharusnya mencapai 14

hari, akan tetapi karena kondisi traf-

fic lalu lintas maka dalam waktu tu-

juh hari sudah dilalui kendaraan.

Akibatnya, batuan andesit yang ter-

susun rapi dalam perjalanannya

menjadi kurang presisi.

Sementara pecahnya salah satu

mainhole karena persoalan pada

bagian dudukan. Sehingga ketika di-

lalui kendaraan secara berulang-

ulang maka terjadi goncangan hing-

ga meretakkan bagian mainhole.

”Penutupnya akan kita ganti baru.

Sudah kita pesankan. Kendala dulu

itu karena usia beton belum matang.

Pekerjaannya juga harus dibagi be-

berapa segmen karena lalu lintasnya

tidak boleh ditutup,” jelas Nanang.

Sementara itu anggota Forum

Pemantau Independen (Forpi) Kota

Yogya Baharudin, mengaku bentuk

tanggung jawab atau iktikad baik pi-

hak penyedia perlu diapresiasi. Akan

tetapi keselamatan pengguna jalan

yang melintasi Tugu juga perlu dipri-

oritaskan. Sembari menunggu pro-

duksi mainhole yang membutuhkan

waktu sebulan, maka pengelasan

mainhole yang rusak harus dijamin

kekuatannya. Jangan sampai justru

kembali rusak karena lalu lintas di

Tugu cukup padat. ”Pengawasan pe-

kerjaan dari pihak eksekutif dan leg-

islatif juga perlu dilakukan,” kata-

nya. (Dhi)-f

DISDIKPORA MULAI KAJI SKEMA PPDB

UN Kembali Dihapus, Kelulusan Ditentukan Sekolah

YOGYA(KR) - Lahirnya UU No 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja se-

cara tidak langsung berimplikasi pa-

da upaya melanggengkan sistem mo-

nopoli penyiaran di Indonesia seperti

yang sudah ada selama ini. Salah

satu indikasi kuat terkait dengan le-

gitimasi multipleksing siaran televisi

digital yang tidak hanya dikelola

TVRI sebagai LPP, tapi juga lembaga

penyiaran swasta.

”Bisa dikatakan sebagai tragedi na-

sional. Belum lagi jika bicara tentang

konten lokal yang makin tergerus

karena hanya dialokasikan 10 persen

dari seluruh jam siaran serta kurang

memberi ruang keterlibatan Pemda

dan masyarakat,” tegas  Pengamat

Penyiaran Publik Darmanto, dalam

FGD Menyikapi Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) Postelsiar

UU No 11 Tentang Cipta Kerja dalam

Perspektif Lembaga Penyiaran Publik

yang dilaksanakan di Studio RRI Pro

1 Yogyakarta, Jumat (5/2).

Turut menjadi narasumber dalam

kegiatan yang dilaksanakan secara

online dipandu moderator Puji Ri-

yanto tersebut, Ketua Komisi 1 DPR

RI Meutia Hafid, Ketua Pansus UU

Penyiaran 2002 Paulus Widiyanto,

Dewan Pengawas LPP RRI Hasto

Kuncoro serta Pakar Hukum Usahid

sekaligus pemerhati media massa

Hari Wiryawan. Kegiatan yang di-

laksanakan melalui aplikasi zoom

meeting tersebut juga diikuti angka-

sawan RRI di seluruh Indonesia.

Dikatakan Darmanto, pembahas-

an UU Ciptaker maupun RPP Pos-

telsiar yang cenderung tertutup serta

tidak membuka peluang luas bagi

partisipasi publik juga sangat dise-

salkan. Hal itulah yang dinilai cen-

derung melanggengkan monopoli

penyiaran di Indonesia.

Sementara Meutia Hafid menjelas-

kan, UU Ciptaker Klaster Penyiaran

yang dilanjutkan dengan turunan

RPP Postelsiar membawa perubahan

penting dalam mendukung program

transformasi digital nasional. Pasal-

nya hal tersebut mampu menghasil-

kan efisiensi infrastruktur dan fre-

kuensi. ”Seperti diketahui migrasi

Indonesia untuk televisi digital su-

dah tertinggal. Kesepakatan interna-

sional terkait ASO sudah sangat la-

ma paling lambat tahun 2015. Se-

dang untuk ASEAN tahun 2020,”

katanya.

Sedang mengomentari RPP Pos-

telsiar, pihaknya menyebut sudah se-

harusnya dapat sinkron dengan UU

Ciptaker. Meski pihaknya juga me-

ngakui RPP Postelsiar belum sepe-

nuhnya mampu mengakomodir ke-

pentingan RRI sebagai LPP.

Selain itu, Meutia juga menjelas-

kan revisi RUU Penyiaran diharap-

kan dapat masuk Prolegnas dan

dibahas tahun 2021 ini. Salah satu

yang menjadi penekanan, penting-

nya penguatan lembaga KPI sebagai

representasi peran publik di dunia

penyiaran.

Paulus Widiyanto menyebut jika

UU Ciptaker membalik arus. Mem-

perkuat pemerintah sebagai regula-

tor, tapi justru mengurangi peranan

KPI sebagai wakil kepentingan pu-

blik. (Feb)-f

Jangan Ada Lagi Monopoli Penyiaran

YOGYA (KR) - Perbaikan pelataran kawasan Tugu yang
mengalami kerusakan menjadi prioritas usai menjadi
sorotan. Meski sebelumnya beberapa titik diperbaiki, Jumat
(5/2) kemarin sejumlah pekerja mulai fokus memperbaiki
bagian mainhole atau penutup saluran yang mengalami
pecah.

KR-Febriyanto

Suasana FGD di Studio RRI Yogyakarta.

KR-Istimewa

Pekerja dari pihak penyedia jasa melakukan perbaikan mainhole di kawasan

Tugu, Jumat (5/2).

KR-Juvintarto

Hantoro


